BUPATI SUMBA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 42TAHUN 2022
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/

M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lin&kungan Instansi Pemerintahan
menegaskan bahwa Bupati lwajib menetapkan indikator kinerja
utama (key performance indi!cator} untuk Pemerintah Kabupaten
dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
berwibawa, transparan |dan akuntabel, maka setiap
penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat;

bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan kemasyarakatan dalam merespon visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka perlu
ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur
keberhasilan maupun kegagalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 - 2026;\\"




Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II

Tingkat I Bali, Nusa Tenggat

(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negar;

Undang-Undang Nomor 28
Negara yang Bersih dan

Nepotisme (Lembaran Negar

dalam Wilayah Daerah-daerah
ra Barat dan Nusa Tenggara Timur
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
a Republik Indonesia Nomor 1655);

ahun 1999 tentang Penyelenggara
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
'a Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Le
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Und| g-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
a Republik Indonesia Nomor 6409);

baran Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negar

Tahun 2011 tentang Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor|5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dehgan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 |[tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Ler
Nomor 5587), sebagaimana
dengan Undang-Undang N
Kerja (Lembaran Negara Rer
245, Tambahan Lembaran

nbaran Negara Republik Indonesia
telah diubah beberapa kali terakhir
ymor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
yublik Indonesia Tahun 2020 Nomor

Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Peraturan Pemerintah No

Keuangan dan Kinerja Inst
Republik
Lembaran Negara Republik

r 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
si Pemerintah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Indonesia Nomor 4614);{



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan

tentang Perangkat

Daerah

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Npmor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5

Nomor 6402);

Pendayagunaan Aparatur Negara

2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentuk

dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba

Timur Tahun 2016 Nomor| 28, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Sumba Timur

Nomor 616), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan t)aerah Kabupaten Sumba Timur

Nomor 5 Tahun 2021 te

tang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susun

Sumba Timur

Tahun 2021 Nomor 47,

Perangkat Daerah Kabupaten

(Lembaran | Daerah Kabupaten Sumba Timur

Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sumba Timur N’rornor 925);

MEMUTUSKﬁ:
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN
BAB 1

SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. | Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. [\.

(abupaten Sumba Timur.



10.

11,

12.

13.

14.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

Kabupaten Sumba Timur.

Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah
daerah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber
daya manusia, anggaran, serta sararna dan prasarana yang ada di

lingkungannya.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi, dan strategi instansi Pemerint yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan stjdar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicabaj atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akanLdicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh PD / Unit Kerja MandFri atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari

APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau pada
suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut.

Keluaran (6utput} adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan

program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu|yang mencerninkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran

strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. i\(



15. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators ) adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka
memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan diperolehnya ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ihi adalah untuk menciptakan
keselarasan antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran
(output) dan hasil (outcome) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5
(lima) tahun.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi prosedur yang merupakan acuan

ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan
masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan anggaran, menyusun Perjanjian
Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi

penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dengan

mempertimbangkan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2021-2026

b. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi ;

c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyeljnggaraan akuntabilitas kinerja;

d. Kebutuhan data statistik pemerintah daerah.

Pasal 6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b’



Pasal 7
Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 berdasarkan karakteristik indikator kinerja yang baik yaitu:
a. spesifik;
b. dapat dicapai;
c. relevan;
d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan

e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB V

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 8

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah digunakan untuk:
perencanaan jangka menengah,;

perencanaan tahunan;

penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja; ’

evaluasi kinerja; dan

mo A0 TP

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program utama.

BAB VI i
EVALUASI KINERJA
Pasal 9
Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan sec%.ra berkala dan sederhana dengan
meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi

lainnya dan dilakukan oleh Inspektorat atau tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah akan dijabarkan lebih lanjut
dalam Indikator Kinerja Utama Perangkat D |erah / Unit Kerja dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah

" Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 38 Tahun 2019

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 27 Tahun
2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 43),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan

al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan A.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

itetapkan di Waingapu

pada tanggal 3[ AGUSIVE-ROAZ

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal & AGQUEVS 2042
plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, ‘t

BU NGADU NDAMU
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR T

AHUN 2022 NOMOR 43




II.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR4ZTAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 - 2026

UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan beftanggung jawab, dan untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai/ tujuan/sasaran strategis instansi
pemerintah, telah dikembangkan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen
berbasis kinerja.

Penerapan manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi

Pemerintah dan unit organisasi mampu merumuskan dan menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kreteria indikator yang baik sebagai ukuran
keberhasilan kinerja masing - masing instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Upmm Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka mewajibkan setiap instansi
Pemerintah untuk menyusun Indikator Kinerja Utama, sehingga Pemerintah
Kabupaten Sumba Timur perlu menindaklan}uti dengan menetapkan Peraturan
Bupati Sumba Timur tentang Indikator Kinérja Utama Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2021-2026.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas \r \




Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMH

I




9207 — TZ0Z unye] | unwij equing usjedngey yejuuawad | (1) eweln eliaury Jojeyipu| n

¢ ‘Jeloep Njens UBLIIPUBTISY
jynsnels uep uedurestad ‘uenfeway ‘sejansynpoid jexdun UeUITULIOD .
jesng uepeqg Ipelusw uese yeroep 1p Sures BABD SopU] "YBISEP NjeNns AuTos BAGC/SIPPTL | 8 qelae(
UB[ISEU.I2q93] Te[TuswW Jefe redeqoes yeloe( Jureg ede syopu dureg efe( eAmessuruopn | ‘g
1-93 se[ay adures
uerenjofuad neje uejedepuad [e10] JHEMWNS 9SBJUISIN] = 10
1-93
&mm&vwﬁmm se[oy eped ynpnpuad neje egdue], Jewny 9SeIuasIag = Id TuIn syapuy | 1
fd Heped uty sy¥py] = D ueipeaiaq
3931 uep ejerow Fuek TIOUON2
(T-10+10)Wd)-1=D ueynqumirad eAujeySuruap | |
Ansne)s snpnpusd yeum| -] — e = :
> X ey3
jesnd uepeyq — up{stu ynpnpuad yepun| UBTRSIIRN BRouv
Ansnels
Jesng uepeg J-unye) eped 1wouoxy Ueynquiniiod re[iu uesnfunuapy WOU0¥? UBYnquiniiag
Ansnels
Jesng uepeg J-unye) eped seqju] jexsur], exdue uenfunuspy ISBJU] ‘weynfuereyiag
Ansnels (NdI) eisnuepy | Sued  yeroep uep  JeeIedsew
1esnd uepeg TEE Bpd. 1AL MR ﬂmxsﬁcscoﬂ cmsnmﬁmnﬁom m&oﬁﬂ Gmcﬁcmﬁox ﬂﬁvsﬂgoz g |
wuuﬂ uvaaﬂw : . ﬁunuﬁo_.nom 104 i ~ ehoury uOudﬂvﬂ- e ﬂuuumuw \nds_.ﬁn.

uuautuwtmm unp :ﬁ:ug 3&5&& umm:Emm. ﬁu&:&m&.&m :umu %d&m& Edom.m_ umcﬁ:m unp &gonq Hgmdm. TuouoNyT cch 1BqUIng Smufmm
:uxm:caEmm:mg uvp vjojpbuspy wopp gcmb DN UDP :E::m.&mm QoywIDAsoN SDRANYNPOL] UDp DISNUDIY DAD( 4oquing soppnyy :u&ﬁxm:&&é

T 1SUA

 VISANOANISITANGS NVAIVSE VAVORN IV3IE

L ISIA

2<A<ﬂ L;ﬂ.ﬁm  d1LAHL Z<Q HZOEM¢E ém&ﬁ<ﬂmmu EDEE.. <m23m

ANNWIL VENNS NELVANIVH HVILNINANAd
VINV.LA VOIINIM JO.LVHIANI

TTOT ALY \€ 1 essueg,
TTOE NNHYL 24 - I0WON

], equng pedng ueinjerad : ueardure ]



9707 — TZ0Z unye] | Jnwi] equng uajedngey yeiuuawsad | (1) ewein eliaupy soiexipuj

i@mw%m& seul(

reuwioj uesipipuad ruerelusw urerep ynpnpuad
yo[o uesreunsip Suek unye) yepwnl redeqes ueyIsmuyapIp
(SAIN) To0oyDg sTeax uedly /(ST) Ye[o¥os Bure] ejel-ejey

efoxos
BUIE] BIRI-BJEBY

qnsners
jesnd uepeg

‘Buejepuowl eSEW TP NJULIS) Jnwn eped eue (3]0 UBNESBIIp
uese ueydereyp Sued (unye) urerep) yejoxas eAueure]
redeqos UBNISTUYRPIP (STH) Ye[oxog ewre] uedesel exsuy

yejoes ewe| uederey

uespiprpuad
sejens] eAujesduruo

uejeyasay seul(

njus}Is) unye) nyes eped dnpry veryey] yewny = dnprH(
njuolIa) unyej nyes eped
(unye) | Sueiny] JnwnIaq) leq ueneway] yejunpe = YL1s-0d
SRy
dnpiH AyvTX

HILTI> - 0d

0001 x = @AV

1Aeq ueneway ej3uy

ueJeyas9y Seul(]

ewes Jued npjem unany eped dnpiy uearyedy yejun|
unye) T ewepas [e88uiuaw Sues Twey nqi yejwun|

%00T X

nql Uepeway exqsuy

uejeyas9dy seul

euwres sued npyem eped ejfeq yeue yejunp gyl
nju9lId) niem eped
(Bununys) sepuad jedues ejifeq yeue yeunp :Fununisds gy
(Bunungys) spopuad
jedues ejLopusw Suek ejMeq Jeue IsusleAdld Bnunisds gvd
)|

avl

%001 X Bununisds gvd
unnsds gyl

sunun)g IsuUIeAdld

smsners
resnd uepeg

eAusnsnNyUy
eped uejeyossoy jefelop uesjesduruow uep ‘BAUWNWN
eped snpnpuad ueelajyelosoy uesjexdurusw werep
yejurewad elsun| iIsenfeasfusw ynjun jere ueedniow
dnpiy uederey exsuy -elujeseredsew uedunysur]
1p n3elIaq Sued sejelow ISenjis Weep ‘njualla) unye)
njens eped ‘x muwn redeousw [ISeyiaq yeya) duek gueroasas
yaro ruerelip uexe yisew sued dnpry unye) ejei-ejey

dnpiy uvederey anun

uejeyasay]
sejreny] eAujeqguruaop




9207 - TZ0Z unyel | Jnwi) equins uajednge) Yejulawad | (N11) eweyn efsaury Jo3exipu) '

,.4 (019s19) BIESON
HLOSTT UeBEBSTId]

egsue], gewmny : [

N'Id NON st Lrep ueduerauad requins

prmow 3ues eFdue ], yewmy wesdue[od yepmmy : ¢ N'ld NON L
N'1d HrasT Lep ueduelauad

Jaquns et Suek efdue |, yemny ueddueod yerwn : NTd 1
ISegLIN3[H oIsey : |

BE) |
Ly
%001 X S9NoN L + N1a1a — a4 SeaguPPP osey | 91
gueny| . eddue] yewnJ yninjas yejun| syeke] isejues
ueejeusd % wnuy) %00T X yede| 1sejiues ueduap eddue) yewna yejum| nInuaw eddue],
ueelioxog seurq yewny] asejuasiad | ‘G
3 yisiaq
%00T X d SSue
1s19q J1e depey.a) sasye ueduap eddue) yewna yepun| uednyeo e 1,
ueel1a3ag seulq Hisod PeY YJewny] 29sejuasiag | +1
Bsop ueesopad uenysue
e e oo wnwn ueymjdue juede(ra) esap yejun| uewelefod vednye)) | €1
Aureriy yeJaep [e303 yejun| Vﬂmmm_
UBEBJEUS{ g Wwnui() %00T X 3 ep yequm| ISTpUO} urerep Isesu]
ueel1o3og seuI( A1eq 1SIpUoy WeEEp ISESLI YEIIED e Jeloe(] 2SBIuasIad | ‘71
mﬁmqwm B uepel Suelued [g10], QSGMMM.W%MMMMUEMMW
ueejelusd uep wmuif) 00 ISt
ueel1oxog seuI( guepas 1s1puoy uep yreq 1sipuoy uepel Sueluey ueep sseIUasIag | 11 ,
ueyeURLIdd
%R UBWIDNULIdJ : . yewny yningas yejun|
uesemey| ‘yelyey %001 uny yeAeq yeplL, yewny yejun| Tuny sede’] . someny MMMMM%MMMM
UeYBUWNIDJ SBUI(] HepLL yewny SNHMMM ]! I :
Tese( ye
TP AIPIJ BI9s3d
< Jese(] Yejoyas yninjas yejun| Iese(] ISeIdWNN UBp
TRppUad Sema. oot ISESLISWNU Uep ISel1all] Isuajaduioy Sejun) Jese(] Yejoyas yepun| ISe19)r] Isuajedwoy]
UBSBIUN}IY
asejuasidd | 6




9707 — TZ0Z unyey | Jnuwi] equins usjedngey yeupawad | (Ni1) ewein elsaury soiexipu

vé nidis jesjeredsew 1sestuesio UejRYISI,
yeferap / yexy8un inyndusw ynjun Jisusyradmoy Sueld
In3n jere neje juswinIsur yerepe idrs yexeredsewr s)apuj

(rdrs
jesfereAse| s3apuj)
mpad jesxerefsew

SBJIUNUWOoN
1sedispred jeq3ull | '1g
.-..—J.—.—.ﬂmhk _ S - - —

equIng "qey yederm

ueinH uee[o[a8uaj

uenjesay LdN CHOP MR ONSERLE R uejnfueeyiaq ueunsduequad

/esa( reseIeAse esop weny urerep jexereASEW

ueelepIoquiad seul(] uesen| ueyequeus | Qg | isedisnred eduyexgurusiy

yeroe(
ueunguequad

ueeUBOUAIR UBpRYg

ISBSTUESI0 ISTW Uep IS1A uepninmow exsuel
weep ueleses uep uenfn) vesusp rensss uUejeISI UBp
urexdoixd weeuesse[od uerededoy /ue[Isey12qa3] re[ruau exguel
urerep sejqiqeiunye uep uesninday ueniqureguad sejeny
uexyesdurusw ynun ueeunsdip uek uswolfeuew jere
uesxedniow uep ueiode(ad erpow meRwW unsnsip sued unye)
njes npsesm werep uesfeuessye[p yeya) Sued uejerssy seje

B]SEMS LIED

ueunsuequad urerep

ygejuLowad 1suejsul njens wep ueqeme(Sunssueliod pnlfnm uejersoy /uweidoird BUESN BIUNp UBp Jeyeledsewr
njens yeepe uejeidoy] uep wessord ueeuesye[od 1seseay sesieay | ‘61 | 1sedisnred eAujeysuruaN
BexqngqIa],
p%xwmwﬁ%wm SEOHT R el19y ueexdue ynpnpuad yepun| uenggsuesuag ueinggueduod
paot el19y uejexSue eisn exnqua) m33ueduad yejun| yexdury, | "g1 | exdue eAUUNINUDN
uejny uedning s¥apy] : HII
dnpryg eJepn uerewaouad s3apu] : Nl
uweduns{3ur] seul( are uerewaouad s3apu] : ydI uedun3dur] dnpry ueduny3ur]
(%0t X HLI) + (%0€ X NdI) + (%0€ X vdI) seyreny| s;Ppy] | “L1 sejreny eAujey3urus




9707 — 120z unye] | Jnwi) equing usjedngey yejuuawad | (NXI) ewein eliaupy Joieyipuy

ueOUAI B3renyay yeue yele] uejewreosy] yerwnl eyeq euy Jede]
uep ynpnpuad uejewreody] uednye) | 67
ueepuaduad mod uep ruouoxd (o) 1epuan
.Mmﬁ./w uedunpuriag uednpryay urerep uenduarad jnse uesad uesnfunusy ueefepioquiad S}opy] | ‘8T [e1sos
uendwoiag "uendwalad uep pye[-bye| (D311) TopuLaD) ISNP{UT B1I9S JopUsd UBBIE}OSIY
ueeleploquiod seul( elgjue eiIsnuew ueunsuequad ueduelussoy ueynlunusiy ueSuedwmoy] S’opUl | *LZ uep uenpeay edumesSuruol | b1
ey eULIOJU] UBp SKODT X esap yejun| ISEXTUNTWO2[2)} . ¥mqnd
ISExIUNwo}| seur(] < 1sexqunwoy ueduriel iuedera) esap yejuwn| 5 qu:ﬂm._. Ewhmivu mwwgo.ﬁa uep mw%v meﬁdfou
uedk esap uedne) | ‘97 sueredsuern) eAumesguruay | ‘€1
URABPIGE ISe J1p 3uek [ L. B
Uep BlESIMLIE] SBUI(] ISe)I[Iqeyallp sUBA Jepe (JBUINI yejunl ejep amEsMMmEEanM M o
reso] ueyenw
UeMIPIPUad seuI( %00T X SEpbypYed WIS WAIPS RETL uexsejuawodwrduou [BX[0] UeJLIBI} SISeqlaq Iaj3eley
T : ueyisejuawa(dunduaw Sued uexiprpuad uenjes yepun| Suek uexprpuad uesguequagusw ueSusp
uenjes aseIuUasal] | ‘pg | [ersos ueueyelay eAmeSuiusiy | ‘g1
wmwn Ues ¥epn elens 4 yes eiens = yqd yey eunsguad yemnp
UeYIIuw ISTUIOY] ‘BUBWI(]
] S92 d uep nprued
/30104 uep esduegqg RO deya) yrjiwad Jeyep yepun| %HMHW EMMHQWMHHH smiod
ETase RepRd ’ yiid sjey eungdsuad yejun| isedisnred aseiussold | ‘€7 isedisnred efmesguruaw | 11
lod3ueqsay] uepeq UeNTesa[osIp ueekeoraday
/ efeiq Suoureg %00 X Jodej1ay/ie3R019) snsey yejwn( [ejo], Fue£ ereg nueSusd wep ewreSelaq yewn
[Bl0d uenjeg tueSuelta) Jued snsey yejun( IJuoy osejuasIad | 'z | rerue veunsniad eAujesSuruoly | 0T

Inui, equng 11089y
1sT]0d / eleig Suourey
Is1]0d uenjeg

ueyeyeloy jesdun ueressaiuad BlE(Q

uejeyeloy
depun ueresa[aiuad exqduy

ueinfueresioq uep ue[IpeadIaq

‘psnpul BIBOIS eIedaulaq
uep esdueqroq “exeredseuriaq
uednpryay ISESTUOULIEY




9207 — TZ0Z unye] | Jnwi| equing uajedngey yeulawad | (NI) eweln eliaury Joiexipu

&// yeroysjadsu] Mdg Wi, ya[o 3-unye) eped jipne [ISey JexIpald uep refiN 3dd uidQ |'9¢
' ‘eAuejexsun denes eped yeisep ueyejurLowad Ue3UBUIMIY
ipelusw Suef uesnin uUeyIesepIp UeNIeYeqoy ynjuag Jeloep
epdueqireqg ueyejurewad ueereddusjoluad werep uenreyequod jnjuaq

yengoes redeqas Lagou urefep w2jusw epedoy] uesprodenip ye9)
duef yeroep 1sesour ueunduwry yerepe yeIsep ISBAOUL SHaPU]

Yelse(] ISeA0U] SIopU] | ‘G
(agds)
Shsutloj wep eAeoradia) uep sejensioq Suek syqnd ueuelejad eliss NIUOIM A SISBqIog
ISEITENWON SeUd | jaqejunsie uep ‘ueredsuen Jneje ‘Yislioq Suek ueyejuLiowad ue(BIULIOWa]
B[0[a¥ Bje] Uepnnmowr ymjun synjun wesnmyp 4gds WASIS sH2pY] | “HE
ueyejuLI W d q g
eje], verdeq }-unye} eped (dd’] uerefiuad [Isey jexsuliad uep refiN add-1 renN | ‘€¢
ueyejurowad ueeredduaraluad
1sesisueliQ ueideg Ha-NVd UeHLjuawad elouny seyiqejunsy elroun] uep ueduenasy
L, yo[o 3-unye) eped RV ISen[eas [Isey JeIpald uep refiN ISen[eas refiN | ‘g¢ sejiqejunsye ueseSuiusiy | 91
Jeloe(] BISNUBN
el Joqung NSV sejeuorsojord ueduequroduad efedn urerep iseneas uep
ueduequoduad B uerefiuad resep redeqos uexunsdip jedep elupsey Suek NSV NSV
ueremedoday] uepeqg | reme8ad sejeuorsajord jexSun JneInUENy BIROSS INYNIUSN [euorsajoid s3opuj | ‘1€
ISBUNILDSIP
eIegoN edue) ueSuop refem uep [Ipe BIBOIS UBNNBI(IP
[idig anjeredy stmoy] | Sued “efrouny uep ‘Isusjodwiosy “sesyieny eped uesIESEpPIOQ reuorsajoid Suek
3ued NSV uowsfeuew uep ueseligey uesnfunusy WR)SIS LIS SHIPU] | '0€ | 1senjorrq elroury] eAuyexdutuspy | ST
yiqnd weuelerad uep ueunduequad
Jasesisuedi( ueideqg 1-unye] eped gy NVd UeLRjuawoy uerefruad [Isey ISBIOIIg ISBULIOJRy] S3opu] | ‘Ueyejunawad ueereddus[aAuad
sejreny| ueypnmman |
w_.uﬂﬁmvm uOudanﬂ R nﬁnsmdm \ﬂuﬂ_.-—n. o

zﬁﬂawﬁmm :Su umm:m&& m:cm ﬁﬁtﬁ:ﬁ@ﬁm& GDQSM zgwﬁmzﬁmﬁ ‘e 5@2




9707 — Tz0z unye] | Jnwij equns uajedngey yeuawad | (1) ewein eliaury Joieyipul

gere(d
Josy/ uep ueduenay

uepeq / yeloeq

eloe( uejedepuad [ [g10],
%00T X 2 . :

yeroep
uejedepuad depeyio)

yeioep
uejedepuad rsexqyISUL)UI UBD

uejedepusg uepeg avd yeyun| avd snqrpuoy | ‘8¢ IsexIjisualesyy eAupnfnmia], | "81
Isestuedi() ueideq jexeredsep uesenday] s3opu] AoAIns [ISBL] Hiqnd ueueiedd srqnd uveuelejod
wesenday] s3opU] | "LE sejrens] eAmeNSutualy | "LT




